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Pengaturan khusus Go Private diundangkan melalui POJK No. 3/2021. Selamaini pelaksanaan Go Private
telah kerap dilakukan, dalam pelaksanaannya Go Private kerap terhambat dengan Pemegang Saham Tidak
Hadir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Go Private berdasarkan POJK No. 3/2021,
beserta mekanisme yang dapat dilakukan untuk menangani Pemegang Saham Tidak Hadir. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif serta penelitian ini didukung dengan pel aksanaan
wawancara bersama praktis harta peninggalan. Berdasarkan hasil penelitian, Perseroan Terbuka melakukan
Go Private secara sukarela maupun akibat perintah dari OJK. Pengaturan Go Private pasca diundangkannya
POJK No. 3/2021, Iebih memberikan kepastian hukum terhadap pemegang saham independen serta terhadap
kelancaran Perseroan Terbuka dalam melakukan Go Private. M ekanisme penyel esaian masalah Pemegang
Saham Tidak Hadir dapat diselesaikan dengan memohon jumlah maksimal pemegang saham lain kepada
OJK atau melalui mekanisme lain yaitu dengan melakukan pengajuan permohonan penetapan Pengadilan
agar Pemegang Saham Tidak Hadir dapat diwakilkan oleh BHP. Berdasarkan penetapan tersebut BHP akan
melakukan pengurusan dengan menjual saham yang diurusnya dan menatausahakan uang hasil penjualan
selama 30 (tiga puluh) tahun. A pabilajangka waktu penatausahaan tersebut sudah lewat, maka uang
penjualan tersebut akan dimasukan ke dalam kas negara.

...... Go Private special regulation was promulgated through POJK No. 3/2021. During the time of
implementation, Go Private is often hampered by the Absence of Shareholders. This study aimsto analyze
Go Private provisions based on POJK No. 3/2021, in conjunction with the implementation relevant
mechanism for Absence Shareholder. The method used in this research is normative juridical and this
research is supported by conducting interviews with practitioners of inheritance. Based on the research
results, Public Companies transition to Go Private voluntarily or because of orders from the OJK. Go Private
regulation after the promulgation of POJK No. 3/2021, provides more legal certainty for independent
shareholders and make the transition of going private for publicly listed companies easy. The mechanism for
resolving the Absence of Shareholders problem can be resolved by requesting the maximum number of
other shareholders to the OJK or through another mechanism, mainly by submitting a request for a court
order so that the Absent Shareholders can be represented by Property and Heritage Agency (BHP). Based on
this stipulation, BHP will manage it by selling the shares and administering the proceeds from the sale for 30
(thirty) years. If the administration period has passed, the sales money will be included in the state treasury.
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